LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN : 2011 NOMOR : 28 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan
teknis operasional dan administrasi terhadap
pelaksanaan tugas kepengurusan Korps Pegawai
Republik  Indonesia tingkat Kabupaten perlu
diatur mengenai Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Ciamis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,
perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan ~ Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang
KORPRI;

10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KORPRI;

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonering
Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan
Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI;
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12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang
Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam
Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan
Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri
Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;

14.Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus
Nasional KORPRI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Propinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota KORPRI;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan  Pemerintah ~ Kabupaten  Ciamis,
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008
Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Ciamis, (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010
Nomor 4);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun
2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010
Nomor 3).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Menetapkan :

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN CIAMIS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah;

Bupati adalah Bupati Ciamis;

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Ciamis;

Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun
selurun Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia demi
meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan
kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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